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A. PENGERTIAN 

1. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Kota 

Probolinggo dan/atau hak Pemerintah Kota Probolinggo yang dapat dinilai 

dengan uang sebagai akibat pemberian barang/jasa dan perjanjian atau akibat 

lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang 

sah. Piutang merupakan hak Pemerintah Kota Probolinggo untuk menerima 

pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang 

dilaksanakan oleh pemerintah Kota Probolinggo. 

2. Suatu transaksi akan menimbulkan piutang bila memiliki karakteristik sebagai 

berikut: 

a. Terdapat penyerahan barang, jasa, uang, atau timbulnya hak untuk menagih 

berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan 

b. Jangka waktu pelunasan; dan/atau 

c. Persetujuan atau kesepakatan pihak pihak terkait. 

3. Klasifikasi piutang Pemerintah Kota Probolinggo yang disajikan dalam neraca 

terdiri dari: 

a. Piutang Pajak. 

Piutang pajak adalah hak pemerintah Kota Probolinggo atas pajak daerah 

berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat 

Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang belum dibayarkan oleh wajib 

pajak hingga tanggal neraca. 

b. Piutang Retribusi 

Piutang retribusi adalah hak pemerintah Kota Probolinggo atas retribusi 

daerah berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau 

dokumen lain yang dipersamakan, yang belum dibayarkan oleh wajib 

retribusi hingga tanggal neraca. 

c. Piutang Lain-lain 

Piutang Lain-lain adalah hak pemerintah Kota Probolinggo atas pendapatan 

daerah yang terhutang oleh pihak ketiga selain piutang pajak dan piutang 

retribusi dan/atau piutang yang timbul karena perikatan dengan pihak lain.   

4. Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan 

tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang 

dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. 
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5. Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung 

berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan 

dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya. 

6. Transaksi yang dipersamakan dalam kategori piutang Pemerintah Kota 

Probolinggo meliputi: 

a. Beban dibayar dimuka. 

Beban dibayar dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk 

membayar belanja yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak 

tagih bagi Pemerintah daerah bila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan. 

b. Bagian lancar tuntutan ganti rugi 

Bagian lancar tuntutan ganti rugi adalah hak pemerintah daerah atas 

pengenaan ganti kerugian daerah sebagai akibat langsung atau tidak langsung 

dari suatu perbuatan melawan hukum atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas 

oleh bendahara dan/atau pegawai negeri bukan bendahara.  

7. Klasifikasi piutang berdasarkan Permendagri No. 64 Tahun 2013 sebagai berikut: 

Piutang Pendapatan 

Piutang Pajak Daerah 

Piutang Retribusi 

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang 
dipisahkan 

Piutang lain-lain PAD yang Sah 

Piutang Transfer Pemerintah Pusat 

Piutang Transfer Pemerintah Lainnya 

Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya 

Piutang Pendapatan Lainnya 

Piutang Lainnya 

Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang 

Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang 
kepada Entitas Lainnya 

Uang Muka 

 

B. PENGAKUAN  

8. Piutang diakui pada saat pemerintah Kota Probolinggo mempunyai hak untuk 

menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya yang dapat dinilai dengan uang 

kepada pemerintah pusat/propinsi/daerah lainnya/entitas lain/perorangan/pihak 

lain sebagai akibat dari pelaksanaan peraturang perundang-undangan dan/atau 

peraturan daerah serta peristiwa/kejadian yang sah/dapat dipertanggung 

jawabkan. Pengakuan piutang tersebut pada saat: 

a. Ditetapkan/diterbitkan/diterima-nya Surat Ketetapan/dokumen lainnya yang 

sah yang menimbulkan hak tagih;  

b. Ditetapkan/diterbitkan-nya Surat Penagihan atau dokumen lain yang 

dipersamakan dan sah. 
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9. Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih sebagai akibat dari adanya 

transaksi perikatan seperti pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan 

pemberian fasilitas/jasa dapat diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di 

neraca, apabila memenuhi kriteria: 

a. Didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban 

secara jelas; dan 

b. Jumlah piutang dapat diukur dan/atau dapat dinilai dengan uang; 

c. Telah diterbitkan Surat Penetapan/Surat Penagihan; 

d. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan. 

9. Piutang Pajak Daerah diakui oleh pemerintah kota Probolinggo, pada saat 

timbulnya hak tagih sesuai ketentuan peraturan pajak daerah yang berlaku. 

Timbulnya hak tagih tersebut berdasarkan penerbitan/penetapan Surat 

Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dapat dipersamakan 

dan sah serta dapat dipertanggungjawabkan. 

Dalam hal pajak daerah bersifat self assessment, piutang pajak daerah diakui 

berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dari Wajib Pajak, 

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), dokumen lainnya yang 

dapat dipersamakan dan sah serta dapat dipertanggungjawabkan. 

Penyajian pada akhir periode pelaporan sebesar keseluruhan jumlah 

SPTPD/SKPDKB/dokumen lainnya yang sah, yang belum dilunasi. 

10. Piutang Retribusi Daerah diakui oleh pemerintah daerah, pada saat timbulnya 

hak tagih berdasarkan penerbitan/penetapan Surat Ketetapan Retribusi Daerah 

(SKRD) atau dokumen lain yang dapat dipersamakan dan sah serta dapat 

dipertanggungjawabkan. 

11. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan diakui pada saat 

telah terbit Surat Keputusan tentang pembagian bagi hasil pengelolaan 

kekayaan daerah yang dilakukan pada saat Rapat Umum Pemegang Saham 

(RUPS). Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah ini diakui dan dicatat di 

PPKD.  

12. Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak Dipisahkan diakui berdasarkan 

Surat Perjanjian Jual Beli antara Pemerintah Daerah dengan pihak pembeli yang 

dilakukan dengan akad kredit. Jika penjualan dilakukan secara tunai maka atas 

Surat Perjanjian Jual Beli tersebut tidak diakui sebagai Piutang selama selisih 

waktu kesepakatan jual beli dengan pembayaran tidak lebih dari 30 hari atau 

melampaui batas waktu periode tahun berjalan. 

13. Piutang Pendapatan Bunga diakui berdasarkan suku bunga yang tercantum di 

dalam dokumen/bilyet Deposito/Obligasi pada akhir periode pelaporan.  

14. Piutang Pendapatan atas Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan diakui 

berdasarkan kontrak kerja atas besarnya denda keterlambatan pelaksanaan 
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pekerjaan yang harus dibayar oleh pihak pelaksana pekerjaan namun belum 

dibayarkan sampai dengan akhir periode penyusunan pelaporan keuangan.  

15. Piutang Pendapatan Denda Pajak diakui pada akhir tahun berdasarkan hasil 

inventarisasi jumlah dan nilai denda atas Pajak yang harus dibayar oleh wajib 

pajak atas keterlambatan pembayaran pajak.  

16. Piutang Pendapatan Denda Retribusi diakui pada akhir tahun berdasarkan hasil 

inventarisasi jumlah dan nilai denda atas Retribusi yang harus dibayar oleh wajib 

bayar atas keterlambatan pembayaran retribusi.  

17. Piutang atas Bunga/Bagi Hasil Dana Bergulir diakui pada saat timbulnya hak 

atas pendapatan bunga/bagi hasil. Piutang atas Bunga/Bagi Hasil Dana 

Bergulir timbul dari penyaluran Dana Bergulir yang pada perjanjiannya memuat 

ketentuan bahwa debitur diwajibkan untuk membayar/memberikan bunga bagi 

hasil dengan nilai tertentu kepada penyalur Dana Bergulir. 

18. Piutang Pendapatan Sewa diakui berdasarkan dokumen perjanjian/bukti setara 

lainnya yang harus dibayar oleh penyewa. 

19. Pengakuan Piutang Pendapatan BLUD diklasifikasikan menjadi 2 (dua) macam, 

yakni: 

a. Piutang yang bersumber dari pelayanan utama BLUD 

Piutang diakui ketika pelayanan telah diberikan pengguna jasa, sehingga 

menimbulkan kewajiban bagi pengguna barang/jasa untuk membayar 

sejumlah uang kepada Pemerintah Daerah berdasarkan bukti/dokumen 

transaksi yang setara 

b. Piutang yang bersumber bukan dari pelayanan utama BLUD 

Pengakuan piutang pendapatan diakui sesuai dengan pengakuan piutang 

pendapatan sejenis diluar Piutang Pendapatan BLUD. 

20. Piutang Pendapatan Penerimaan Lain-Lain diakui ketika adanya pemberian 

barang/jasa dan perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan 

perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah yang memunculkan 

kewajiban dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah 

yang dapat dinilai dengan uang.  

21. Piutang pendapatan transfer diakui saat timbul sejumlah hak yang belum 

diterima dapat diketahui berdasarkan penyataan utang entitas pemberi dapat 

berbentuk surat pemberitahuan, peraturan menteri/gubernur, atau laporan 

keuangan entitas penyalur yang telah diaudit. Secara  umum,  bentuk  dokumen  

yang  cukup  sahih  untuk  pengakuan dimaksud  adalah  peraturan/keputusan  

menteri/gubernur  atau  laporan  keuangan  yang  telah  diaudited.  Surat  

pemberitahuan  dikirim  setelah  ada  kepastian  bahwa  entitas penyalur punya 

kewajiban untuk menyalurkan. 



   Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual  Kota Probolinggo 
 

 

BAB V : Kebijakan Akuntansi Piutang Hal.  78 

 

22. Piutang transfer antar daerah diakui berdasarkan hasil realisasi pendapatan 

yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum 

dibayar. Apabila jumlah/nilai definitif menurut Surat Keputusan Kepala Daerah 

yang menjadi hak daerah penerima belum dibayar sampai dengan akhir periode 

laporan, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dapat diakui sebagai hak 

tagih bagi Pemerintah Daerah penerima yang bersangkutan.  

23. Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada 

kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan 

dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya. 

24. Beban dibayar dimuka diakui berdasarkan kas yang dikeluarkan dalam rangka 

pembelian barang dan jasa namun belum menimbulkan kewajiban hingga 

tanggal neraca. 

25. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi diakui berdasarkan surat ketetapan 

tanggungjawab mutlak (SKTJM) yang harus dibayarkan dalam jangka waktu 

satu tahun sejak diterbitkan. Apabila penyelesaian TP/TGR dilaksanakan melalui 

jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat 

ketetapan, dan telah diterbitkan surat tagihan. 

26. Penyisihan piutang diakui pada periode yang sama dengan timbulnya piutang 

berdasarkan pada perhitungan analisis umur piutang atau dari jumlah yang 

ditetapkan 

27. Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk 

yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum 

penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau 

melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas. 

28. Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua 

cara penghapustagihan (write-off) dan penghapusbukuan (write down). 

29. Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan 

proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat 

dipertahankan sesuai dengan net realizable value-nya. 

30. Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan 

penagihan piutang dan hanya dimaksudkan berarti pengalihan pencatatan dari 

intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel. 

31. Penghapusbukuan piutang merupakan konsekuensi penghapustagihan piutang. 

Penghapusbukuan piutang dibuat berdasarkan berita acara atau keputusan 

pejabat yang berwenang untuk menghapustagih piutang. Keputusan dan/atau 

Berita Acara merupakan dokumen yang sah untuk bukti akuntansi 

penghapusbukuan 
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32. Kriteria penghapusbukuan piutang, adalah sebagai berikut : 

a. Penghapusbukuan harus memberi manfaat, yang lebih besar daripada 

kerugian penghapusbukuan.  

1) Memberi gambaran obyektif tentang kemampuan keuangan entitas 

akuntansi dan entitas pelaporan. 

2) Memberi gambaran ekuitas lebih obyektif, tentang penurunan ekuitas. 

3) Mengurangi beban administrasi/akuntansi, untuk mencatat hal-hal yang 

tak  mungkin terealisasi tagihannya. 

b. Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan 

pada neraca pemerintah daerah, apabila perlu, sebelum difinalisasi dan 

diajukan kepada pengambil keputusan penghapusbukuan. 

c. Penghapusbukuan berdasarkan keputusan formal otoritas tertinggi yang 

berwenang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus buku (write 

off). Pengambil keputusan penghapusbukuan melakukan keputusan reaktif 

(tidak berinisiatif), berdasar suatu sistem nominasi untuk dihapusbukukan 

atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan 

penghapusbukuan tersebut. 

33. Penghapustagihan suatu piutang harus berdasarkan berbagai kriteria, prosedur 

dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih yang defensif bagi 

pemerintah secara hukum dan ekonomik. 

34. Penghapusan piutang sampai dengan Rp5 milyar dilakukan oleh Kepala 

Daerah, sedangkan penghapusan piutang dengan nilai di atas Rp5 milyar 

dilakukan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD 

35. Kriteria Penghapustagihan Piutang sebagian atau seluruhnya adalah sebagai 

berikut: 

a. Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang kepada 

negara, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam. 

Misalnya kredit UKM yang tidak mampu membayar. 

b. Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra 

penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas 

menghadapi tugas masa depan. 

c. Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi 

takmungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih. 

d. Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya 

penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit 

baru, reskeduling dan penurunan tarif bunga kredit. 

e. Penghapustagihan setelah semua ancangan dan cara lain gagal atau tidak 

mungkin diterapkan. Misalnya, kredit macet dikonversi menjadi 

saham/ekuitas/penyertaan, dijual (anjak piutang), jaminan dilelang. 
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f. Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, 

hukum industry (misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan), 

hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan benchmarking 

kebijakan/peraturan write off di negara lain. 

g. Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, 

apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum. 

Penghapusbukuan (writedown maupun write off) masuk esktrakomptabel 

dengan beberapa sebab misalnya kesalahan administrasi, kondisi misalnya 

debitur menunjukkan gejala mulai mencicil teratur dan alasan misalnya 

dialihkan kepada pihak lain dengan haircut mungkin kan dicatat kembali 

menjadi rekening aktif intrakomtabel. 

36. Penghapusbukuan Piutang dapat dilakukan berdasarkan Surat Keputusan 

Walilkota Probolinggo tentang penghapusan Piutang. 

 

C. PENGUKURAN   

37. Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang 

undangan, adalah sebagai berikut: 

a. dicatat sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan 

dari setiap tagihan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)/Surat 

Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang telah diterbitkan atau SPTPD yang 

telah diterima; atau 

b. dicatat sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan 

dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang 

bayar yang diterbitkan; atau  

c. dicatat sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan 

dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak 

untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau  

d. dicatat sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan 

dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum 

ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.  

38. Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:  

a. Pemberian pinjaman  

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas 

daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar 

pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah 

perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, commitment 

fee dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode 

pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, commitment fee dan/atau 
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biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada 

akhir periode pelaporan.  

b. Penjualan  

Piutang dari penjualan dicatat sebesar nilai sesuai naskah perjanjian 

penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. 

Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, 

maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.  

c. Kemitraan  

Piutang yang timbul dicatat sebesar nilai yang tercantum dalam ketentuan-

ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.  

d. Pemberian fasilitas/jasa  

Piutang yang timbul dicatat sebesar nilai fasilitas atau jasa yang telah 

diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan 

pembayaran atau uang muka yang telah diterima.  

39. Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut: 

a. Dana Bagi Hasil dicatat sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan 

tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan 

ketentuan transfer yang berlaku setelah diklarifikasi kepada Pemerintah 

Pusat;  

b. Dana Alokasi  Umum  dicatat jumlah yang  belum diterima, dalam hal 

terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Kota; 

c. Dana Alokasi Khusus, dicatat sebesar klaim yang telah diverifikasi dan 

disetujui oleh Pemerintah Pusat.  

40. Piutang Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan dicatat sebesar nilai 

kesepakatan jual beli antara Pemerintah Daerah dengan pihak pembeli. Bila 

terdapat potongan harga atas penjualan tersebut maka piutang dicatat sebesar 

nilai bersih penjualan setelah dikurangi dengan potongan harga. 

41. Piutang Pendapatan Bunga dicatat sebesar nilai bagian bunga atas pokok dana 

yang tercantum di dalam dokumen/bilyet Deposito/Obligasi pada akhir periode 

pelaporan. 

42. Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di  

atas, dilakukan sebagai berikut:  

a. Dicatat sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun 

berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan 

berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;  

b. Dicatat sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 

bulan berikutnya.  

43. Piutang Pendapatan atas Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dicatat 

sebesar nilai yang harus dibayar oleh pihak pelaksana pekerjaan namun belum 
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dibayarkan sampai dengan akhir periode penyusunan pelaporan keuangan 

berdasarkan kontrak kerja. 

44. Piutang Denda Pajak dicatat sebesar rekapitulasi nilai denda atas keterlambatan 

pembayaran pajak setelah dikurangi dengan keringanan denda pajak dan 

penghapusan denda pajak. 

45. Piutang Denda Retribusi dicatat sebesar rekapitulasi nilai denda atas 

keterlambatan pembayaran retribusi setelah dikurangi dengan keringanan denda 

retribusi dan penghapusan denda retribusi. 

46. Piutang Pendapatan Sewa dicatat sebesar nilai nominal atas tagihan yang harus 

dibayarkan atau yang belum dilunasi oleh penyewa atas 

pemakaian/penggunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan sesuai dengan 

dokumen perjanjian/bukti setara lainnya. 

47. Pencatatan Piutang Pendapatan BLUD diklasifikasikan menjadi 2 (dua) macam, 

yakni: 

a. Piutang yang bersumber dari pelayanan utama BLUD: 

1) Piutang dicatat sebesar nilai nominal yang harus dibayarkan oleh 

pengguna/penerima manfaat barang/jasa sesuai dengan tarif yang 

berlaku. 

2) Piutang dicatat sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (Net 

Realizable Value)-nya, yaitu sebesar nilai nominal Piutang yang belum 

dilunasi pada tanggal 31 Desember dikurangi dengan penyisihan piutang 

tidak tertagih 

3) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dilakukan setiap akhir tahun 

b. Piutang yang bersumber bukan dari pelayanan utama BLUD 

c. Piutang pendapatan dinilai dan dicatat sesuai dengan pengukuran piutang 

pendapatan sejenis diluar Piutang Pendapatan BLUD. 

48. Piutang Pendapatan Penerimaan Lain-Lain dicatat sebesar nilai nominal sesuai 

yang menjadi kewajiban membayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak 

Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang. 

49. Beban dibayar dimuka dicatat sebesar selisih dari jumlah pengeluaran kas untuk 

pembelian barang dan jasa yang belum direalisasikan kewajibannya hingga 

tahun neraca.  

50. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi dicatat sebesar nilai yang harus dibayarkan 

dalam jangka waktu satu tahun sejak diterbitkan sesuai dengan surat ketetapan 

tanggungjawab mutlak (SKTJM). 

51. Tidak terdapat pengakuan dan pengukuran piutang bagi pendapatan yang 

pemungutannya menggunakan surat berharga seperti karcis. 

52. Penilaian/pengukuran kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) 

dengan klasifikasi sebagai berikut:  
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a. Kualitas Piutang Lancar;  

b. Kualitas Piutang Kurang Lancar; 

c. Kualitas Piutang Diragukan;  

d. Kualitas Piutang Macet. 

53. Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut 

pajak yang terdiri dari:   

a. Pajak Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (self assessment); dan  

b. Pajak  Ditetapkan  Oleh Kepala Daerah (official assessment).  

54. Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya Dibayar Sendiri 

oleh Wajib Pajak (self assessment) dilakukan dengan ketentuan: 

a. Kualitas lancar, dengan kriteria: 

1) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau 

2) Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau 

3) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau  

4) Wajib Pajak likuid; dan/atau   

5) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding. 

b. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria: 

1) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau  

2) Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau  

3) Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau  

4) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding. 

c. Kualitas Diragukan, dengan kriteria : 

1) Umur piutang 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau  

2) Wajib Pajak tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau  

3) Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau  

4) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas. 

d. Kualitas Macet, dengan kriteria:  

1) Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau 

2) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau 

3) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau 

4) Wajib Pajak mengalami musibah (force majeure).  

55. Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan  oleh 

Kepala Daerah (official assessment) dilakukan dengan ketentuan: 

a. Kualitas Lancar, dengan kriteria:  

1) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau 

2) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau 

3) Wajib Pajak likuid; dan/atau 

4) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.  

b. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria: 
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1) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau 

2) Wajib Pajak kurang kooperatif; dan/atau 

3) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.   

c. Kualitas Diragukan, dengan kriteria: 

1) Umur piutang 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau 

2) Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau 

3) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.  

4) Kualitas Macet, dengan kriteria:  

1) Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau 

2) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau 

3) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau 

4) Wajib Pajak mengalami musibah (force majeure) 

56. Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek Retribusi, 

dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:  

a. Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 1 tahun;  

b. Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; 

c. Kualitas Diragukan, jika umur piutang 2 sampai dengan 3 tahun; 

d. Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 3 tahun.  

57. Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak selain yang disebutkan Retribusi, 

dilakukan dengan ketentuan: 

a. Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal 

jatuh tempo yang ditetapkan atau kurang dari 1 tahun; 

b. Kualitas Kurang Lancar,  apabila umur piutang 1 s/d 2 tahun;  

c. Kualitas Diragukan, apabila umur piutang 2 s/d 3 tahun; dan  

d. Kualitas Macet, apabila umur piutang lebih dari 3 tahun.   

58. Kebijakan penggolongan kualitas piutang menurut jenis/obyek piutang, umur 

dan tingkat kolektibilitasnya adalah sebagai berikut: 

No Uraian 
Umur Piutang dan Tingkat Kolektibilitas (Thn) 

0 s.d 1 >1 s.d 2 > 2 s.d 3 > 3 s.d 5 >5 

1 Piutang Pajak Daerah Lancar K L R Macet 

2. Piutang Retribusi Lancar KL R Macet Macet 

3 Bagian Laba BUMN/D Lancar K L R Macet Macet 

4 Biaya Dibayar di Muka Lancar K L R Macet Macet 

5 
Piutang Penjualan dan atau Bagian 

Lancar Penjualan Angsuran 
Lancar K L R Macet Macet 

6 

Piutang Pemberian Pinjaman dan 

atau Bagian Lancar Pemberian 

Pinjaman 

Lancar K L R Macet Macet 

7 
Piutang Kemitraan dan atau Bagian 

Lancar Piutang Kemitraan 
Lancar K L R Macet Macet 

8 

Piutang atas Fasilitas/Jasa dan atau 

Bagian Lancar atas Tagihan 

Fasilitas/Jasa 

Lancar K L R Macet Macet 

9 

Tagihan Tuntutan Ganti Rugi dan 

atau Bagian Lancar atas Tagihan 

TGR 

Lancar K L R Macet Macet 
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No Uraian 
Umur Piutang dan Tingkat Kolektibilitas (Thn) 

0 s.d 1 >1 s.d 2 > 2 s.d 3 > 3 s.d 5 >5 

10 

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan 

dan atau Bagian Lancar atas Tagihan 

Tuntan Perbendaharaan 

Lancar K L R Macet Macet 

11 Piutang Lain-Lain Lancar K L R Macet Macet 

Keterangan : K L = Kurang Lancar, R= Diragukan 

59. Pengelompokan piutang tersebut dilakukan menurut masing-masing wajib pajak 

daerah/wajib retribusi/ nasabah/debitur/badan/ perorangan/dll, yang mempunyai 

kewajiban untuk membayar sesuai hak tagih dari pemerintah daerah. 

60. Penyisihan Piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama 

timbulnya piutang, sehingga dapat menggambarkan nilai piutang yang betul-

betul diharapkan dapat ditagih. 

61. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dilakukan dengan berdasarkan 

pengelompokan  piutang, umur piutang (aging schedule) dan tingkat 

kolektibilitasnya. 

62. Kebijakan perhitungan prosentase penyisihan piutang tidak tertagih pada 

Pemerintah Kota Probolinggo adalah sebagai berikut: 

No Uraian 
Prosentase Penyisihan Piutang Tak Tertagih 

0 s.d 1 >1 s.d 2 > 2 s.d 3 > 3 s.d 5 >5 

1 Piutang Pajak Daerah 0,5 % 20 % 40 % 70 % 100% 

2. Piutang Retribusi 0,5 % 40 % 70 % 100% 100% 

3 Bagian Laba BUMN/D 0,5% 10 % 30 % 60 % 100% 

4 Biaya Dibayar di Muka 0,5 % 5 % 30 % 60 % 100% 

5 
Piutang Penjualan dan atau Bagian Lancar 
Penjualan Angsuran 

0,5 % 20 % 40 % 60% 100% 

6 
Piutang Pemberian Pinjaman dan atau 
Bagian Lancar Pemberian Pinjaman 

0,5 % 10 % 30 % 60% 100% 

7 
Piutang Kemitraan dan atau Bagian Lancar 
Piutang Kemitraan 

0,5 % 10 % 30 % 60% 100% 

8 
Piutang atas Fasilitas/Jasa dan atau Bagian 
Lancar atas Tagihan Fasilitas/Jasa 

0,5 % 10 % 30 % 60% 100% 

9 
Tagihan Tuntutan Ganti Rugi dan atau Bagian 
Lancar atas Tagihan TGR 

0,5 % 10 % 30 % 60% 100% 

10 
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan dan atau 
Bagian Lancar atas Tagihan Tuntan 
Perbendaharaan 

0,5 % 10 % 30 % 60% 100% 

11 Piutang Lain-Lain 0,5 % 10 % 30 % 60% 100% 

 

63. Sebagai ilustrasi (contoh) perhitungan penyisihan piutang tidak tertagih sesuai 

kebijakan tersebut di atas adalah sebagai berikut : 

Daftar Umur Piutang dan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih 

Per 31 Desember 20X5 

No Uraian 
Klasifikasi Piutang 

Jumlah 
0 s/d 1 th  1 s/d 2 th 2 s/d 3 th 3 s/d 5 th 

I Piutang :      

1 Piutang Pajak 45.000.000 100.000.000 50.000.000 5.000.000 200.000.000 

2 Piutang Retribusi 50.000.000 60.000.000 40.000.000 20.0000.000 170.000.000 

3 Bagian Lancar Penjualan Angsuran 10.000.000 5.000.000 2.000.000 3.000.000 20.000.000 

 Jumlah Piutang 105.000.000 165.000.000 92.000.000 28.000.000 390.000.000 

II Penyisihan Piutang Tidak Tertagih:      

1 Piutang Pajak 
0 % 20 % 40 % 70 % 

43.500.000 
0 20.000.000 20.000.000 3.500.000 

2 Piutang Retribusi 0 % 40 % 70 % 100 % 72.000.000 
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0 24.000.000 28.000.000 20.000.000 

3 Bagian Lancar Penjualan Angsuran 
0 % 20 % 40 % 60 % 

3.600.000 
0 1.000.000 800.000 1.800.000 

 
Jumlah Penyisihan Piutang Tdk 

Tertagih 
0 45.000.000 48.800.000 25.300.000 119.100.000 

 

64. Pencatatan penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila 

masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak 

tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.   

65. Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu 

dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK, namun bila 

kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai 

penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya 

disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang 

meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan 

terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka 

yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.   

D. PENYAJIAN  

66. Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable 

value), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.  

67. Penyajian penyisihan piutang di Neraca merupakan unsur pengurang dari 

Piutang yang bersangkutan atau dengan kata lain jumlah Penyisihan Piutang 

disajikan sebagai pengurang dari akun Piutang (Contra Account). 

68. Pengukuran Berikutnya (Subsequent Measurement) Terhadap Pengakuan Awal 

Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi 

tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi 

kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis 

piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan. 

69. Beban dibayar dimuka disajikan sebesar nilai sisa dari jumlah beban barang dan 

jasa yang belum direalisasikan kewajibannya hingga tanggal neraca. 

70. Bagian lancar ganti rugi disajikan sebesar nilai yang belum dibayarkan hingga 

tanggal neraca. 

71. Penyajian Piutang, penyisihan kerugian piutang, beban dibayar dimuka dan 

bagian lancar ganti rugi sebagai bagian dari Aset Lancar di dalam neraca adalah 

sebagai berikut: 
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Pemerintah Kota Probolinggo 

NERACA 

Per 31 Desember Tahun 20X1 dan Tahun 20X2 

       
(Dalam Rupiah) 

No 
Uraian 20X1 20X2 

Urut 

1. ASET           

2. ASET LANCAR         

3.   Kas dan Bank         

4.     Kas di Kas Daerah       

5.     Kas di Bendahara Pengeluaran     

6.     Kas di Bendahara Penerimaan     

7.     Kas di Rekening FKTP     

8.     Kas di BLUD       

9.     Kas Lainnya       

10.     Kas yang dibatasi penggunaannya     

11.     Setara Kas       

12.   Investasi Jangka Pendek       

13.   Piutang         

14.     Piutang Pajak       

15.     Piutang Retribusi       

16.     Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi       

17.     Piutang Lain-lain     

18.     Penyisihan Piutang       

19.   Beban Dibayar Dimuka       

20.   Persediaan         

21.       Jumlah Aset Lancar     

 

E. PENGUNGKAPAN  

72. Piutang diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang 

diungkapkan secara cukup dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi 

dimaksud dapat berupa:  

a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan 

pengukuran piutang;  

b. rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat 

kolektibilitasnya; 

c. penjelasan atas penyelesaian piutang; 

d. jaminan atau sita jaminan jika ada.  

e. Penyisihan piutang  

73. Informasi rinci mengenai beban dibayar dimuka diuangkapkan secara memadai 

dalam Catatan Atas Laporan Keuangan 

74. Tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan yang masih dalam proses 

penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan dijelaskan dalam 

Catatan Atas Laporan Keuangan.  
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75. Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan 

atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan 

misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal 

keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan 

penjelasan lainnya yang dianggap perlu. 

76. Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbuku, ternyata di 

kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut 

dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan 

lawan perkiraan penerimaan pendapatan Pajak atau melalui akun Penerimaan 

Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang. 

 

 

 

 


